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AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN 
PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Study di Bess Finance Purwodadi) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam 
perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan akibat hukum jika 
debitur wanprestasi dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan 
jaminan fidusia di Bess Finance Purwodadi. Metode penelitian menggunakan 
metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data 
primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder 
dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di 
Bess Finance Purwodadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berakibat 
terjadinya eksekusi jaminan fidusia tanpa harus memperoleh putusan pengadilan 
karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa 
harus menunggu keputusan pengadilan eksekusi dapat tetap dijalankan. Apabila 
debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi 
obyek dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Bila dalam 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terjadi pemindahtanganan jaminan oleh 
debitur, maka pihak Bess Finance dapat memempuh jalur hukum dengan tuduhan 
penggelapan barang jaminan. 
 
Kata kunci: akibat hukum, wanprestasi, pembiayaan 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of fiduciary guarantee in the 
financing agreement for the purchase of motor vehicles and legal consequences if 
the debtor wanprestasi in financing the purchase of motor vehicles with fiduciary 
guarantee in Bess Finance Purwodadi. The research method used descriptive 
juridical empiric method. Sources of data consists of primary data ie interviews 
and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of 
data collection through literature study and interview, then the data were analyzed 
qualitatively. The results show that the implementation of fiduciary guarantee in 
motor vehicle financing agreement in Bess Finance Purwodadi in accordance with 
Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. The debtor's default 
can result in the execution of fiduciary assurance without having to obtain a court 
decision because the fiduciary guarantee certificate has the same executorial 
power as the court decision which has obtained permanent legal force, without 
having to wait for the execution court's decision to continue. If the debtor or 
fiduciary is injured, the execution of the object to be the object can be done by 
executing the executorial title. If in the execution of fiduciary guarantee execution 
occurs the alienation of collateral by the debtor, then the Bess Finance may pursue 
legal proceedings with allegations of embezzlement of collateral goods. 
 
Keywords: legal consequences, wanprestasi, financing 
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1. PENDAHULUAN 
Kebijakan ekonomi adalalah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah di 
bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat. 
Pemerintah di harapkan mampu untuk memberikan pengarahan atau bimbingan 
terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena di negara kita masyarakat 
adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian agar tujuan yang 
di cita-citakan bangsa ini yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan ekonomi 
diharapkan mampu mempercepat pembangunan di bidang ekonomi, dan 
memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.
1
 
Kehadiran lembaga pembiayaan membawa peran yang sangat penting 
dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat 
menengah ke bawah. Lembaga pembiayaan merupakan penyediaan dana atau 
barang modal kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang 
pembayaranya dilakukan secara diangsur atau dibayar secara berkala oleh 
konsumen. 
Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen 
disebabkan oleh faktor-faktor karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat 
mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan 
agunan, sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti 
yang diharapkan, sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak 
keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel, sistem pembiayaan informal 
seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.
2
 
Munculnya lembaga pembiyaan sangatlah membantu masyarakat. Perlu 
kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat punya dana yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, khusunya untuk masyarakat menengah ke bawah 
yang merupakan mayoritas penduduk di negara kita. Dengan munculnya lembaga 
                                                             
1
Propenas 2000-2004, UU No 25 tahun 2000 Tentang Progam Pembangunan Nasional Tahun 
2000-2004. Sinar Grafika, penerbit Jakarta 2001, hal.21 
2
Munir Fuady, 2002. Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
hal. 164. 
 3 
pembiayaan tersebut maka dapat membantu negara ini untuk menjalankan roda 
perekonomian. 
Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan dalam bentuk prmberian 
bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu yang dilakukan oleh 
perusahaan finansial. Bantuan dana diartikan  sebagai pemberian kredit yang 
bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah 
hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sales credit 
karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang  yang 
dibeli dari kredit tersebut”.3 
Pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, misal untuk membeli mobil, alat rumah tangga, barang 
elektronik, motor dan lain-lain. Perusahaan pembiayaan ini sebagai sebuah 
lembaga mampu untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya 
usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberi batasan pada pembiyaan 
konsumen untuk kendaraan bermotor. 
Pembiayaan konsumen dalam transaksinya melibatkan tiga pihak, yaitu 
Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana  Pembiayaan atau 
Kreditor), pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitor), dan  pihak 
supplier (Penjual atau Penyedia Barang).
4
 
Perjanjian pembiayaan konsumen harus diikuti dengan jaminan yang 
merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali 
pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan 
Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan 
dengan tanpa menguasai bendanya.  Jaminan yang menguasai bendanya disebut 
gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai 
pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.
5
 Dalam prakteknya untuk objek 
jaminannya benda bergerak sering kita jumpai pada jaminan fidusia, karena 
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Ibid., hal. 205. 
4
Muhammad Chidir, 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, 
Bandung: Mandar Maju, hal. 166. 
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Sri Soedewi Masjchon Sofwan, 1980. Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 
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memang yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut adalah benda dari suatu 
pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan. Menurut  Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak 
jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, 
dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai  
jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 
Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan 
kemudahan bagi pihak konsumen, selain karena mendapatkan pinjaman juga tetap 
menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang 
berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang 
oleh perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. 
Pemberian pembiyaan konsumen juga memiliki suatu resiko, adapun 
resiko tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi 
adalah suatu keadaan di mana konsumen tidak dapat memenuhi janjinya atau 
konsumen tidak mampu membayar angsuran dalam istilah bank sering disebut 
sebagai kredit macet. Sebab-sebab konsumen tidak dapat memenuhi prestasinya 
bisa disebabkan karena lima hal, yaitu adanya unsur kesengajaan, yakni konsumen 
sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sehingga 
tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (character), 
adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu 
karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (capacity), adanya unsur tidak 
sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang 
tidak mencukupi (capital), konsumen mau membayar tapi menganggap barang 
yang dijaminkan setara dengan apa yang diperolehnya (collateral), adanya unsur 
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Arie S. Hutagalung, 1997. Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, Cet 1, Jakarta: 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 241-242. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam 
perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi 
dan untuk mengetahui akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiyaan 
pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Bess Finance 
Purwodadi. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
secara teoritis, yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan yang 
bermanfaat di bidang hukum, khususnya dalam proses pelaksanan jaminan fidusia 
dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, juga diharapkan dapat 
memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam 
perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan akibat hukum apabila debitur 
wanprestasi dalam pembiyaan pembeliaan kendaraan bermotor dengan jaminan 
fidusia. Sedangkan manfaat praktis, dapat menambah wawasan dan cakrawala 
bagi penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian 
diharapkan dapat membantu pelaku dunia finance, berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Dapat digunakan acuan untuk para pihak yang tertarik untuk melakukan 
penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah ini. 
 
2. METODE  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
pendekatan yuridis  empiris yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik 
antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain
7
, dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan 
Bermotor di Bess Finance Purwodadi 
Pelaksananan jaminan fidusia di Bess Finance Purwodadi dilaksanakan 
dengan cara melakukan pendaftaran jaminan fidusia setelah menyelesaikan akad 
kredit antara kreditur dan debitur pada perusahaan tersebut. Untuk melakukan 
pendaftaran jaminan fidusia, Bess Finance Purwodadi menunjuk notaris untuk 
membuatkan akta jaminan fidusia untuk di daftarkan pada Kantor Pendaftaran 
Fidusia guna memperoleh penerbitan sertifikat jaminan fidusia.
9
 
 Pendaftaran jaminan fidusia di buat untuk memperkuat posisi kreditur 
apabila pada suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, missal debitur 
wanprestasi. Proses pendaftaran fidusia di lakukan oleh Bess Finance Purwodadi 
melalui notaris maksimal 7 (tujuh) hari setelah akad kredit di setujui antara 
kreditur dan debitur, katakanlah lebih dari 7 (tujuh) hari fidusia tidak dapat 
didaftarkan. Biaya untuk melakukan pendaftaran fidusia oleh notaris yang bekerja 
sama dengan Bess Finance Purwodadi adalah senilai Rp. 300.000,000 (Tiga Ratus 
Ribu Rupiah).
10
 Setelah notaris membuatkan akta jaminan fidusia lalu 
mendaftarkanya kepada Departemen Hukum dan Ham untuk memperoleh 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang berguna untuk memperkuat posisi kreditur apabila 
debitur wanprestasi, karena dalam UUJF No 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa 
kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa menunggu 
keputusan pengadilan. 
Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiyaan dengan jaminan fidusia di 
Bess Finance Purwodadi harus memenuhi beberapa tahapan yang telah ditentukan 
oleh perusahaan, antara lain (1) Permohonan pembiayaan, (2) Survey, (3) Analisis 
kredit, (4) Wawancara, (5) Keputusan atas pengajuan kredit, (6) Document print, 
(7) Proses Validasi (Pencairan Kredit), dan (8) Filling document.  
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Jaminan fidusia dimaksudkan agar dana yang dipinjamkan oleh Bess 
Finance Puwodadi sebagai kreditur dan ditambahkan keuntungan-keuntungan 
tertentu dapat diterimanya kembali. Jaminan fidusia pada pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan di atas adalah kendaraan bermotor yang diserahkan kepada debitur 
secara kepercayaan oleh kreditur. Adanya jaminan fidusia dalam perjanjian 
pembiayaan berarti debitur tetap menguasai barang jaminan secara fisik, yaitu 
kendaraan bermotor tersebut. Hanya saja seluruh dokumen yang berkenaan 
dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh kreditur hingga 
pinjaman lunas. Dokumen-dokumen kepemilikan tersebut antara lain BPKP, Surat 
Pemblokiran STNK, surat-surat keperluan balik nama serta kunci duplikat dari 
kendaraan yang bersangkutanm yang bersangkutan. Untuk kepentingan 
pengamanan, STNK diberikan kepada debitur.
 11
 
Proses terjadinya Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui beberapa tahapan 
yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia. Tahap 
Pembebanan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan 
Jaminan Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia juga merupakan suatu perjanjian 
accecoir. Maksudnya adalah perjanjian Jaminan Fidusia tidak mungkin berdiri 
sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan 
perjanjian pokok. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah 
perjanjian hutang piutang. Konsekuensi dari perjanjian accecoir ini adalah bahwa 
jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau 
dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai 
perjanjian accecoir juga ikut menjadi batal. Pembebanan Fidusia dilakukan 
dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”.  
Substansi perjanjian Fidusia telah dibakukan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk melindungi pihak pemberi Fidusia. Begitu juga dengan akta 
pembebanan Fidusia telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk 
melindungi nasabah yang ekonominya lemah. 
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Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi 
penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai 
benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan 
terhadap kreditor penerima fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena 
kantor pendaftaran terbuka untuk umum.
12
 
Setiap ada pendaftaran jaminan fidusia, maka Kantor Pendafaran Fidusia 
akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Sertifikat 
Jaminan Fidusia tersebut merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia. Dalam 
Pasal 15 ayat (1) UUF dikatakan bahwa dalam sertifikat Jaminan Fidusia 
dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, maka sertifikat jaminan fidusia 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah apabila debitor cidera 
janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek 
jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 
3.2 Akibat Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia 
Bess Finance Purwodadi telah menyiapkan langkah-langkah tindakan yang 
akan diambil apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai dengan peraturan yang 
telah menjadi Standar Operasional Prosedur pada perusahaan tersebut. Langkah 
pertama adalah dengan pengiriman surat penungakan yang di lakukan oleh 
debitor, apabila surat tersebut tidak ditangapi, maka dilakukan kunjungan dari 
pihak Best Finance Purwodadi oleh debt collector untuk melakukan penagihan 
dan memberikan surat peringatan resmi dari Bess Finance Purwodadi untuk 
melakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah pemblokiran STNK dan 
BPKB dan langkah terakhir adalah eksekusi jaminan fidusia.
13
 
Eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan oleh petugas Bess Finance Purwodadi 
setelah dikeluarkan SKP (Surat Perintah Penarikan). Petugas Bess Finance 
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Purwodadi dapat melakukan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan, 
dalam menjalankan tugas eksekusi petugas Bess Finance Purwodadi turut serta 
membawa sertifikat jaminan fidusia untuk ditunjukkan kepada debitor dengan 
tujuan untuk mempermudah eksekusi. Dan apabila barang jaminan tersebut sulit 
untuk di jumpai atau mungkin telah di pindah tangankan, maka Bess Finance 
Purwodadi akan menempuh jalur hukum yaitu melaporkan ke pihak yang 
berwajib atas dasar pengelapan barang jaminan.
14
 
Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus 
ditetapkan terlebih dahulu apakah debitor telah melakukan wanprestasi dan 
apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan. Penentuan saat terjadinya 
wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitor diwajibkan 
melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya 
wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa si 
berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis 
itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 
menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu 
yang dihentikan.  
Berdasarkan pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa 
debitor wanprestasi, yaitu: (a) Dengan surat perintah; (b) Dengan akta sejenis;  
(c)  Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu 
dalam perjanjian. Apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka akan 
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan 
Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “pihak terhadap siapa perikatan 
tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan 
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, Ataukah ia akan menuntut 
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.  
Menurut Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan 
kreditor dapat menuntut berupa: (1) Pemenuhan prestasi; (2) Pemutusan prestasi; 
(3) Ganti rugi; (4) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; (5) Pemutusan 
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perjanjian disertai ganti rugi.  Sanksi kepada debitor yang melakukan wanprestasi, 
yaitu (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi; dan  
(2) Pembatalan perjanjian.  
Dilihat dari segi bentuknya maka wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang 
debitor dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 
tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 
terlambat; dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. Menentukan apa yang dimaksudkan wanprestasi dalam perjanjian 
pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada dalam Bess 
Finance Purwodadi, dapat dilihat dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini 
penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak 
dilaksanakannya hak dan kewajiban.  
Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang ialah 
dijanjikan, maka untuk hal ini ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan 
kepada debitor. Yang ditimbulkan bagi debitor yang lalai ada empat macam yaitu: 
(a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan kata lain kreditor 
harus membayar ganti rugi; (b) Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga 
pemecahan perjanjian (broken promise); (c) Peralihan resiko; (d) Membayar biaya 
perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum. 
Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitor Bess Finance 
Purwodadi adalah “overdue”. Pengertian “overdue” sendiri adalah tertundanya 
pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam 
perjanjian pembiayaan. Keterlambatan pembayaran ini digolongkan ke dalam 
empat kategori yaitu: (a) Overdue di atas 45 hari tetapi di bawah 60 hari;  
(b) Overdue di atas 60 hari tetapi di bawah 90 hari; (c) Overdue di atas 90 hari 
tetapi di bawah 150 hari; dan (d) Overdue di atas 150 hari.  Overdue ini dapat 
dimasukkan ke dalam kategori wanprestasi berupa “berbuat tetapi tidak tepat 
waktunya/terlambat”, dalam hal ini debitor tetap akan membayar uang 
angsurannya tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tersebut telah terlewati, 
Undang-Undang Jamian Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi 
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melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini 
tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal 
lembaga serupa.  
Pasal 29 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau 
pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan 
fidusia dapat dilakukan dengan cara:  
Pertama, Pelaksanaan titel eksekutorial. Melalui pelelangan umum atas 
dasar pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Bank ( penerima fidusia) dapat langsung melaksanakan 
eksekusi melalui pelelangan umum (lewat pejabat lelang swasta) atas objek 
jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 
sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan 
pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat 
Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan 
eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan grosse Sertifikat Jaminan Fidusia 




Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ,karena dibubuhi irah-irah dengan kata-
kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai 
kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendirinya 
dapat dieksekusi tanpa menunggu flat eksekusi dari pengadilan, sebab 
kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya 
dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia jika 
debitor atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat 
perintah (putusan) dari pengadilan.
16
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Kedua, Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusiaatas 
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.  
Ketiga, Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.  
Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan 
fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat 
diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui 
pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang 
menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka 
dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh 
pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan 
penjualan tersebut dipenuhi.      
Namun khusus untuk ketiga, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan 
setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi 
fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan. 
Pasal 30 Undang-Undang Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi 
dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.  
Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas 
benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, 
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Fidusia). Bagi efek 
yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal akan otomatis berlaku.  
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Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia 
sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. 
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-
Undang Fidusia). Pasal 15 ayat (2) UUJF Nomor 42 tahun 1999 menjelaskan 
bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanpa 




Pertama, Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi. Pelaksanan jaminan fidusia 
dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi 
telah dilaksanakan dengan benar dengan mengikuti peraturan telah ditetapkan 
sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No. 42 Tahun 1999. 
Pelaksanaan jaminan fidusia di lakukan dengan cara melakukan pendaftaran ke 
Kantor Pendaftaran Fidusia, pendataran dilakukan oleh Notaris yang bekerja sama 
dengan Bess Finance Purwodadi dituangkan dalam akta jaminan fidusia untuk 
didaftarkan guna diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Departemen 
Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat 
posisi kreditor apabila debitur wanprestasi dapat lebih mudah untuk melakukan 
eksekusi jaminan. 
Kedua, Akibat Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia. Wanprestasi yang di lakukan 
debitor dapat berakibat terjadinya eksekusi jaminan fidusia oleh Bess Finance 
Purwodadi tanpa harus memperoleh putusan pengadilam karena dalam UUJF 
Pasal 15 UU No 42 Tahun 199 menjelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanpa harus menunggu keputusan 
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pengadilan eksekusi dapat tetap dijalankan, hal tersebut juga di perkuat dengan 
Pasal 29 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa apabila debitor 
atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. 
Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terjadi pemindahtanganan 
jaminan oleh debitur maka pihak Bess Finance Purwodadi dapat memempuh jalur 
hukum dengan tuduhan pengelapan barang jaminan. 
4.2 Saran 
Pertama, Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang 
pelaksanaanya melalui penyerahan hak milik secara fidusia yang di lakukan oleh 
debitur. 
Kedua, pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan hendaknya 
didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan 
secara kekeluargaan melalui perdamaian, sangat disesalkan apabila debitur 
wanprestasi dan memindahtangakan jaminan fidusia tersebut, dan membuat proses 
hukum menjadi lebih panjang. 
Ketiga, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi dalam pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yaitu adanya wanprestasi yang 
dilakukan oleh debitur, maka sebaiknya debitur diwajibkan memberikan jaminan 
tambahan kepada perusahaan pembiayaan. Sebaiknya perusahaan pembiayaan 
lebih selektif dalam memilih calon debitur. 
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